
WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2OI9

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWIN G

SYSTEJUJ TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA SEMARANG

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (1)

Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2Ol9
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan

Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana

Konrpsi di Linglmngan Pemerintah Kota Semarang, maka
perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan

Keputusan Walikota;
bahwa untrrk melaksanakan maksud tersebut diatas,

maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang

tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan

(Whbtleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanT

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor eSSt)1 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2O Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20Ol Nomor 134. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

s23411'

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur

Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l*mbaran /,
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 /,
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3O97);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 127,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

489O);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 74, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); I
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daaerah

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 1 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 20O7

Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014

tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 950);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan 7-ona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1s7);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 6O Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlrgas Dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang ,
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor OOI l_ 5
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2T Peraturan Walikota Semarang Nomor 2I Tahun 2015

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang

Tahun 2OI5 Nomor 2Il, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2Ol7

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang

Nomor 2L Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2Ol7 Nomor 36);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2OI9

temtang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan

Pengaduan (Whistleblowing Sgstem) Tindak Pidana

Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita

Daerah Kota Semarang Tahun 2Ol9 Nomor 1O).
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penanganan Pengaduan (Whistleblouing

Sgsteml Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah

Kota Semarang.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan

Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam L,ampiran

Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai

berikut :

a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi

baik secara langsung maupun tidak langsung;

b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;

c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak
lanjut;

d. melakukan audit investigatif;

e. memberikan laporan dan rekomendasi kepada Walikota; dan

f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU bertanggungiawab dan melaporkan

kepada Walikota Semarang. d_

hasilnya
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KELIMA

KEENAM

Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

d..Teruonen'*''7',

5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota

Semarang;
9. Kepala Bagran Hukum Setda Kota

Semarang;
l0 Anggota Tim Penanganan Pengaduan

(Whistleblowing Sgsteml Tindak Pidana
Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2OI9
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN (WHISTLEBLOWING
svsTEJt/) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWIN G SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM
I Sekretaris Daerah Kota Semarans Penanggungiawab
2 Inspektur Kota Semarans Ketua
3 Sekretaris Inspektorat Kota

Semarang
Sekretaris

4 Inspektur Pembantu Wilayah III
pada Inspektorat Kota Semarang

Koordinator

5 Inspektur Pembantu Wilayah I pada
Inspektorat Kota Semarang Anggota

6 Inspektur Pembantu Wilayah II
pada Inspektorat Kota Semarang

Anggota

7 Inspektur Pembantu Wilayah IV
pada Inspektorat Kota Semarang

Anggota

8 Kepala Sub Bagian Perencanaan
pada Inspektorat Kota Semaranq.

Anggota

9 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan pada Inspektorat Kota
Semarang.

Anggota

10 Pengawas Pemerintahan Madya
pada lnspektur Pembantu Wilayah I
pada Inspektorat Kota Semarang

Anggota

11 Pengawas Pemerintahan Madya
pada Inspektur Pembantu Wilayah
II pada Inspektorat Kota Semarans

Anggota

t2 Pengawas Pemerintahan Madya
pada Inspektur Pembantu Wilayah
III pada Inspektorat Kota Semarans

Anggota

13 Pengawas Pemerintahan Madya
pada Inspektur Pembantu Wilayah
IV pada Inspektorat Kota Semaranq

Anggota

T4 Auditor Muda pada Inspektur
Pembantu Wilayah I pada
Inspektorat Kota Semarang

Anggota

15 Auditor Muda pada Inspektur
Pembantu Wilayah II pada
Inspektorat Kota Semarang

Anggota
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l6 Auditor Muda pada Inspektur
Pembantu Wilayah III pada
Inspektorat Kota Semarang

Anggota

l7 Auditor Muda pada Inspektur
Pembantu Wilayah IV pada
Inspektorat Kota Semarang

Anggota
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